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Abstrak 

Transfer pricing merupakan salah satu isu penting dalam dunia perpajakan internasional yang 

berpotensi digunakan sebagai alat untuk penghindaran pajak. Prinsip arm’s length, sebagaimana diatur 

dalam Pedoman Transfer Pricing OECD, menjadi landasan utama untuk menentukan harga transaksi 
antar pihak yang memiliki hubungan istimewa agar sesuai dengan kondisi pasar independen. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip arm’s length dalam transfer pricing dan 

efektivitasnya dalam mencegah penghindaran pajak internasional. Dengan menggunakan pendekatan 

yuridis-normatif. Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan perpajakan di beberapa negara, studi kasus 

terkait transfer pricing, serta tantangan dalam penerapan prinsip arm’s length. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini efektif dalam menciptakan keadilan fiskal, meskipun masih 

terdapat kendala seperti perbedaan interpretasi antar negara dan keterbatasan data pembanding yang 

andal. Penelitian ini menyarankan peningkatan kerja sama internasional dan harmonisasi regulasi 
untuk mengatasi hambatan tersebut. Implementasi yang optimal dari prinsip arm’s length dapat 
menjadi instrumen yang kuat dalam mendukung sistem perpajakan internasional yang adil dan 

berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 
Transfer pricing atau penetapan harga transfer merupakan salah satu isu krusial dalam 

perpajakan internasional, yang sering kali digunakan oleh perusahaan multinasional untuk 
mengurangi kewajiban pajak mereka. Transfer pricing mengacu pada penetapan harga barang 
atau jasa yang diperdagangkan antar perusahaan dalam satu grup yang memiliki hubungan 
istimewa (related parties). Pengaturan mengenai transfer pricing sangat penting untuk 
mencegah praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan pendapatan negara. Dalam 
konteks ini, prinsip arm’s length menjadi pedoman utama yang digunakan untuk memastikan 
bahwa transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan harga yang 
sama seperti transaksi antara pihak yang tidak memiliki hubungan (OECD, 2017). Transfer 
pricing sering kali menjadi sorotan dalam diskusi perpajakan internasional karena 
kompleksitas dan dampaknya terhadap pendapatan negara. Perusahaan multinasional kerap 
memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan antar negara untuk mengalokasikan laba ke 
yurisdiksi dengan tingkat pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak 
secara keseluruhan. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dengan tarif pajak yang lebih 
tinggi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan global. Prinsip arm’s 
length yang diatur dalam Pedoman Transfer Pricing OECD dirancang untuk menghadapi 
tantangan ini dengan memberikan standar yang konsisten untuk menetapkan harga transfer 
yang wajar. Namun, penerapan prinsip ini memerlukan analisis yang mendalam terhadap 
faktor-faktor ekonomi dan komersial yang memengaruhi transaksi antar perusahaan terkait. 
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Hal ini mencakup penggunaan metode pembandingan harga seperti metode Comparable 
Uncontrolled Price (CUP), Resale Price Method (RPM), dan Transactional Net Margin Method 
(TNMM) yang telah ditetapkan oleh OECD (2017; 2019). 

Salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip arm’s length adalah kurangnya 
transparansi dan data yang memadai untuk mendukung analisis harga transfer. Banyak negara 
berkembang menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi yang relevan mengenai 
transaksi lintas batas yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Ketidakseimbangan akses 
terhadap data ini membuat negara berkembang rentan terhadap praktik penghindaran pajak, 
sementara negara maju memiliki sumber daya yang lebih baik untuk menegakkan regulasi 
transfer pricing. Untuk mengatasi masalah ini, OECD telah mendorong implementasi Country-
by-Country Reporting (CbCR) sebagai bagian dari inisiatif Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dengan mewajibkan 
perusahaan multinasional melaporkan distribusi laba, aktivitas ekonomi, dan pajak yang 
dibayarkan di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi (OECD, 2019). Meskipun langkah ini 
merupakan kemajuan, koordinasi yang lebih erat antara negara serta penyelarasan kebijakan 
perpajakan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip arm’s length dapat diterapkan 
secara efektif di seluruh dunia (Kleinbard, 2017). 

Prinsip arm’s length diatur oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi 
(OECD) dalam Pedoman Transfer Pricing. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penghindaran 
pajak dengan memastikan bahwa harga yang dikenakan dalam transaksi antar perusahaan 
yang terkait mencerminkan kondisi pasar yang wajar. Dengan kata lain, harga transfer harus 
mencerminkan harga yang akan disepakati oleh pihak independen dalam transaksi yang 
serupa. Implementasi prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
dalam perpajakan internasional, sehingga mengurangi kemungkinan penghindaran pajak oleh 
perusahaan multinasional yang memanipulasi harga transfer (OECD, 2019). Namun, penerapan 
prinsip arm’s length tidaklah mudah. Setiap negara memiliki kebijakan perpajakan dan 
interpretasi yang berbeda terhadap prinsip ini, yang dapat menimbulkan ketidaksepahaman 
dalam menentukan harga transfer yang tepat. Selain itu, keterbatasan data pembanding yang 
dapat digunakan untuk membandingkan harga transfer antar negara juga menjadi tantangan 
tersendiri. Oleh karena itu, meskipun prinsip arm’s length diakui sebagai instrumen yang 
penting dalam pencegahan penghindaran pajak, implementasinya masih menghadapi kendala 
yang memerlukan perhatian serius (Kleinbard, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis implementasi prinsip arm’s length dalam transfer pricing serta efektivitasnya 
dalam mencegah penghindaran pajak internasional. Pendekatan yuridis-normatif digunakan 
untuk mengeksplorasi kebijakan perpajakan yang ada di berbagai negara, studi kasus terkait 
transfer pricing, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip arm’s length. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai 
efektivitas prinsip arm’s length dalam menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih 
adil dan berkelanjutan. Diharapkan juga, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk 
meningkatkan kerja sama internasional dan harmonisasi regulasi untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang ada. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan fokus pada analisis 
kebijakan perpajakan, khususnya terkait transfer pricing dan penerapan prinsip arm’s length 
dalam mencegah penghindaran pajak internasional. Studi ini menganalisis aturan hukum yang 
mengatur harga transfer antar perusahaan dengan hubungan istimewa, menggunakan 
dokumen seperti Pedoman Transfer Pricing OECD dan regulasi perpajakan negara-negara 
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relevan. Pendekatan studi kasus diterapkan untuk memahami penerapan prinsip arm’s length 
oleh perusahaan multinasional, dengan mengidentifikasi tantangan implementasi dan solusi 
dalam kebijakan internasional. Penelitian ini membandingkan regulasi perpajakan beberapa 
negara dengan Pedoman OECD untuk mengevaluasi efektivitas prinsip arm’s length, sambil 
menganalisis tantangan seperti keterbatasan data pembanding. Hasil analisis diharapkan 
memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam harmonisasi 
regulasi perpajakan guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Efektivitas Penerapan Prinsip Arm’s Length dalam Transfer Pricing 

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip arm’s length cukup efektif dalam 
menciptakan keadilan fiskal antar negara. Prinsip ini, yang mengacu pada pedoman OECD 
(OECD Transfer Pricing Guidelines, 2022), menetapkan bahwa harga transaksi antar pihak 
yang memiliki hubungan istimewa harus sesuai dengan harga yang berlaku jika transaksi 
tersebut dilakukan oleh pihak yang independen. Efektivitas prinsip ini tercermin dalam 
kemampuan negara-negara untuk memastikan bahwa laba yang dilaporkan oleh entitas 
multinasional mencerminkan kontribusi ekonomi yang sebenarnya di negara terkait. Studi oleh 
Beer et al. (2020) menunjukkan bahwa implementasi arm’s length principle mampu 
mengurangi manipulasi harga transfer yang biasanya digunakan untuk mengalihkan 
keuntungan ke yurisdiksi berpajak rendah. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada 
ketersediaan data pembanding yang memadai dan kerangka hukum yang kuat di masing-
masing negara. 
 
Tantangan dalam Penerapan Prinsip Arm’s Length 

Meskipun prinsip ini efektif, penelitian mengidentifikasi berbagai tantangan dalam 
penerapannya. Salah satu kendala utama adalah perbedaan interpretasi di antara negara-
negara terkait definisi dan aplikasi prinsip arm’s length. Sebagai contoh, Zeng (2021) 
menyoroti bahwa beberapa negara memiliki kebijakan domestik yang tidak sepenuhnya 
selaras dengan pedoman OECD, yang menyebabkan konflik yurisdiksi dan penilaian ganda atas 
pajak. Selain itu, keterbatasan data pembanding yang andal sering kali menjadi hambatan, 
terutama di negara-negara berkembang yang memiliki basis data ekonomi yang terbatas. Hal 
ini diungkapkan oleh Bouvier & van der Veer (2019), yang menekankan bahwa minimnya data 
transaksi independen di pasar lokal dapat mengurangi efektivitas analisis transfer pricing. 
 
Studi Kasus: Kebijakan Transfer Pricing di Beberapa Negara 

Dalam konteks global, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan transfer pricing di 
beberapa negara sebagai studi kasus. Di Amerika Serikat, misalnya, IRS (Internal Revenue 
Service) mengadopsi prinsip arm’s length dengan aturan yang sangat ketat, termasuk 
persyaratan dokumentasi yang mendetail (IRS, 2022). Di sisi lain, India, yang merupakan salah 
satu negara berkembang dengan tingkat sengketa transfer pricing yang tinggi, mengadopsi 
pendekatan yang lebih spesifik dengan aturan Safe Harbour untuk memberikan kepastian bagi 
pelaku bisnis (Rai, 2020). Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, masih 
terdapat potensi penghindaran pajak karena kerumitan struktur grup multinasional yang sulit 
diurai oleh otoritas pajak lokal. 
 
Solusi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Hambatan 

Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip arm’s length, diperlukan upaya 
peningkatan kerja sama internasional dan harmonisasi regulasi. Sebagai contoh, inisiatif 
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seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan dari OECD telah membantu negara-
negara memperkuat kapasitasnya dalam menangani tantangan transfer pricing (OECD, 2023). 
Selain itu, penelitian menyarankan pengembangan basis data global yang lebih inklusif untuk 
mendukung analisis komparatif. Upaya ini juga memerlukan peningkatan transparansi antar 
negara melalui perjanjian pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information, 
AEOI). Hal ini sejalan dengan temuan dari Eden & Kudrle (2022), yang menyatakan bahwa 
kolaborasi lintas batas dapat mengurangi konflik dan meningkatkan keadilan fiskal dalam 
sistem perpajakan internasional. 
 
KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa transfer pricing merupakan salah satu 
isu penting dalam dunia perpajakan internasional karena potensinya untuk digunakan sebagai 
alat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Sebagaimana dijelaskan dalam 
Pedoman Transfer Pricing OECD, prinsip arm’s length adalah dasar utama yang digunakan 
untuk menentukan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa agar 
sesuai dengan kondisi pasar independen. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah distorsi 
ekonomi akibat pengalihan laba yang tidak wajar (OECD, 2022). Oleh karena itu, penerapan 
prinsip ini menjadi krusial dalam menjaga keadilan fiskal di tingkat global. Penelitian ini, yang 
menggunakan pendekatan yuridis-normatif, menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang 
mengadopsi prinsip arm’s length mampu meningkatkan efektivitas sistem perpajakan 
internasional dalam mencegah penghindaran pajak. Studi kasus yang dianalisis dalam 
penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun prinsip arm’s length memiliki landasan yang 
kuat dalam teori dan praktik, tantangan utama yang dihadapi adalah perbedaan interpretasi 
antar negara dan keterbatasan data pembanding yang andal (Eden, 2016). Hal ini menjadi salah 
satu hambatan utama dalam memastikan keseragaman penerapan prinsip ini di berbagai 
yurisdiksi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi internasional dan 
harmonisasi kebijakan perpajakan antar negara menjadi kunci untuk mengatasi perbedaan 
interpretasi dan meningkatkan efektivitas penerapan prinsip arm’s length. Misalnya, inisiatif 
OECD dalam program Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah menciptakan kerangka 
kerja global yang lebih solid untuk mengurangi risiko transfer pricing yang tidak sesuai dengan 
prinsip arm’s length (OECD, 2021). Namun, upaya ini membutuhkan komitmen yang lebih 
besar dari seluruh negara untuk berbagi informasi dan menyusun kebijakan yang kompatibel. 

Untuk mengatasi kendala keterbatasan data pembanding, penelitian ini 
merekomendasikan pengembangan database global yang lebih komprehensif dan transparan, 
serta peningkatan kapasitas administratif otoritas pajak di berbagai negara. Pendekatan ini 
dapat meningkatkan akurasi dalam penentuan harga transaksi berdasarkan prinsip arm’s 
length dan mendukung sistem perpajakan yang lebih adil (Cristea & Nguyen, 2016). Dalam 
konteks ini, kerja sama internasional antara negara maju dan berkembang juga menjadi faktor 
penting agar manfaat dari implementasi prinsip arm’s length dapat dirasakan secara merata. 
Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip arm’s length dalam 
transfer pricing efektif dalam menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil dan 
berkelanjutan. Namun, optimalisasi implementasi prinsip ini hanya dapat dicapai melalui kerja 
sama internasional yang lebih erat, harmonisasi regulasi perpajakan, dan penyediaan data 
pembanding yang kredibel. Dengan demikian, prinsip arm’s length dapat menjadi instrumen 
yang kuat untuk mendukung keadilan fiskal global, mengurangi penghindaran pajak, dan 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (OECD, 2022). 
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